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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

yang telah dilaksanakan secara daring selama tiga minggu (4 – 24 

Januari 2021) dan secara luring di Apotek Alba Medika selama dua 

minggu (25 Januari – 5 Febuari 2021) dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika memberikan 

gambaran dan meningkat-kan pemahaman calon apoteker 

mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker 

dalam pelayanan di apotek. 

2. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika memberikan 

bekal kepada calon apoteker dalam memperoleh wawasan, 

keterampilan, dan pengalaman dalam melakukan pelayanan 

kefarmasian di apotek. 

3. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika memberikan 

kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan 

mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi 

komunitas di apotek. 

4. PKPA yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika telah 

membantu dalam mempersiapkan calon apoteker dalam 

memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional 

dan mendidik agar calon apoteker memiliki sikap patient 

oriented. 
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5. PKPA di Apotek Alba Medika telah memberikan gambaran 

nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian yang terjadi di apotek. Semua kegiatan atau 

pelayanan kefarmasian di apotek harus diawasi oleh apoteker 

sehingga peran apoteker sangatlah penting di apotek. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 

yang telah dilaksanakan secara offline di Apotek Alba Medika selama 

dua minggu (25 Januari – 5 Febuari 2021), beberapa saran atau 

masukan yang dapat diberikan adalah : 

1. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih meningkatkan diri 

dengan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan 

yang cukup tentang obat-obatan yang umum atau sering 

digunakan oleh masyarakat agar dapat memberikan informasi 

kepada pasien dengan tepat. 

2. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan rasa percaya 

diri dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan pasien 

sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian dengan 

lebih baik. Selain itu juga perlu memberanikan diri untuk 

berkomunikasi dengan tenaga kerja lain di apotek agar dapat 

meningkatkan rasa kerja sama selama PKPA offline. 

3. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya diberikan kesempatan 

untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di apotek secara 

langsung (KIE atau swamedikasi) dengan didampingi oleh 

apoteker penanggung jawab untuk memberikan pengalaman 

dalam melakukan pelayanan kefarmasian. 
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